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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1
Analisis


Analisis merupakan sebuah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti dari keseluruhan (Ali, 1995:37). Berdasarkan pengertian tersebut maka, analisis merupakan suatu pengamatan yang sebenarnya dimana fakta-fakta yang ada saling berhubungan untuk memperoleh pemahaman arti dari keseluruhannya.


Adapun menurut Dale Yoder seperti yang dikutip oleh AA. Anwar Prabu Mangkunegara mendefinisikan analisis sebagai prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis (dalam Mangkunegara, 2001:13). Hal ini berarti dalam menganalisis peneliti melakukan kajian terhadap suatu objek riset dengan terlebih dahulu memecahnya ke dalam beberapa bagian, lalu kemudian melakukan pengujian terhadap bagian-bagian tersebut.


Dilihat dari sisi mekanisme dan subtantif, analisis dapat dilihat dari berbagai perspektif. Purnawan menjelaskan analisis dapat dilihat dari:

1.  Secara mekanis, dalam tahapan analisis terjadi:

a. Perubahan angka dan catatan hasil pengumpulan data jadi informasi yang lebih mudah dipahami.

b. Penggunaan alat analisis yang bermanfaat untuk membuktikan hipotesis ataupun pendeskripsian variable riset secara benar, bukan kebetulan saja.

c. Penginterprestasian berbagai informasi dalam kerangka yang lebih luas, atau inferensi ke populasi untuk menjawa pertanyaan-pertanyaan yang muncul.


2.  Secara substantif, dalam tahapan analisis dilakukan proses:

a. Membandingkan dan mengetes teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan

b. Mencari dan menentukan konsep baru dari data yang dikumpulkan

c. Mencari penjelasan apakah konsep baru itu berlaku umum, atau baru terjadi bila ada kondisi tertentu.


(Halim, 2002:35)


Dengan adanya perspektif analisis baik dilihat secara mekanis atau substantive maka, akan lebih memudahkan dalam menganalisis. Selain itu, kita dapat menentukan dari sisi mana kita akan menganalisis.

2.2
Penerapan


Era globalisasi yang terjadi pada saat ini telah memberikan dampak besar terhadap perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang cepat tersebut juga telah memberikan dampak besar terhadap perkembangan berbagai sector. Perkembangan teknologi tersebut menjadi semakin dibutuhkan oleh organisasi baik profit maupun nonprofit di dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasionalnya (Haryanto, 2006:12).


Perkembangan teknologi informasi tersebut oleh Pemerintah dimanfaatkan untuk melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat dengan cara menerapkan system informasi manajemen. Penerapan secara etimologi diartikan sebagai “penerapan” berasal dari kata “terap” berarti memasang sedangkan “penerapan” berarti (1) pemasangan (2) pengenaan, perihal mempraktekkan (Poerwadaminta, 1976:1058). Sedangkan secara epistimologi penerapan diartikan sebagai “implementasi” yang berarti (1) pelaksanaan (2) implementasi (Echlos, 1997:313). Berdasarkan pada pengertian penerapan secara etimologi dan epistimologi tersebut, maka dalam konteks sistem informasi manajemen, penerapan merupakan pemasangan dimana Pemerintah dalam melaksanakan aktivitasnya salah satunya, yaitu pelayanan melakukan pemasangan software pada teknologi komputerisasi dengan jaringan internet sebagai sarana untuk mengirimkan informasi. Hal tersebut juga sebagai salah satu pelaksanaan (implementasi) Intruksi Presiden No.3 Thn. 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penerapan e-government.

2.3
Pelayanan Publik


Pelayanan publik terdiri dari kata pelayanan dan publik, dimana pelayanan secara etimologi dapat diartikan sebagai:

“Pelayanan” berasal dari kata “layan” berarti membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang, “meladeni” sedangkan “pelayanan” berarti perihal/cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau jasa (Poerwadarminta, 1976:573).


Berdasarkan konsep tersebut, bentuk maupun kegiatan layanan yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Kata public (public) itu sendiri secara epistimologi diartikan sebagai: (1) Orang banyak (2) Rakyat (Echlos, 1997:455). Publik dalam konteks pemerintahan merupakan masyarakat atau rakyat.

Sejalan dengan pendapat tersebut, maka Moenir mengungkapkan konsep pelayanan sebagai berikut:

“Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk guna memenuhi kepentingan orang banyak namun tidak berarti pelayanan itu sifatnya harus selalu kolektif sebab melayani perorangan pun asal kepentingan itu masih termasuk dalam rangka pemenuhan dan kebutuhan bersama yang telah diatur” (Moenir, 2006:12).


Berdasarkan pendapat di atas maka, pelayanan public dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum, dilihat dari prosesnya terjadi interaksi antara yang memberi pelayanan dan yang diberi pelayanan. Pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sedangakan masyarakat sebagai pihak yang memberi mandat kepada Pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari Pemerintah.

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kepentingan sesuai dengan haknya. Kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah meliputi banyak hal menyangkut semua kebutuhan masyarakat.

2.4
Sistem Informasi Manajemen (SIM)

2.4.1
Pengertian Sistem Informasi Manajemen (SIM)


Pemerintahan yang berbasis elektronik atau dikenal dengan e-government menjadi popular seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem informasi manajemen terdiri dari kata sistem, informasi dan manajemen. Menurut Lucas mendefinisikan bahwa sistem sebagai suatu komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinterkasi, saling bergantung satu sama lain dan terpadu (Ladjamudin, 2005:3). Begitupun menurut Davis yang mendefinisikan sistem sebagai bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud (Wahyono, 2004:3).

Dari pendefinisian tersebut mempunyai kesamaan arti bahwa sistem merupakan suatu bagian-bagian yang bergabung atau terorganisir yang saling berhubungan dan apabila ada salah satu tidak berfungsi, maka salah satu akan terpengaruh karena bagian-bagian tersebut saling tergantung.


Menurut Raymond McLeod, Jr, informasi adalah data yang telah diproses, atau data yang memiliki arti (McLeod, 1996:18). Sedangkan menurut Wahyono, informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan (Wahyono, 2004:3). Kegunaan informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pada suatu keadaan sedangkan nilai daripada informasi tersebut maksudnya bahwa informasi dianggap bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya.

Menurut Robert G. Murdick/ Joel E. Ross/ James R. Claggett yang dimaksud dengan manajemen itu terdiri dari proses atau kegiatan yang menjelaskan apa yang dilakukan manajer pada organisasi mereka: merencanakan, mengorganisasikan, memprakarsai dan mengendalikan operasi. Pengertian tersebut mempunyai makna yang sama dengan pengertian manajemen menurut James A. F. Stoner, yaitu:

“Suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya”.

(http://organisasi.org/pengertian_definisi_dari_manajemen)


Kesimpulan dari kedua pengertian diatas bahwa manajemen merupakan koordinasi semua sumber daya melalui proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.

Dilihat dari pendefinisian tersebut  pengertian sistem informasi manajemen menurut Haag yang dikutip oleh Humdiana dan Evi Indrayani, adalah:

“Berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, manajemen danmenggunakan alat teknologi informasi untuk membantu orang melaksanakan semua tugas yang berkaitan dengan proses dan manajemen informasi” (Humdiana dan Indrayani, 2006:3).


Pengertian yang sama didefinisikan oleh J. O’Brien yang dikutip oleh Humdiana dan Evi Indrayani, bahwa:

“Sistem informasi manajemen (SIM) adalah informasi pendukung manajemen yang menghasilkan laporan, tampilan dan respons yang telah dispesifikasi secara periodic, khusus berdasarkan permintaan dengan berbasis computer dan pelaporan wajib” (Humdiana dan Indrayani, 2006:3).


Berdasarkan pendefinisian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem informasi manajemen mempunyai tiga kunci utama yaitu informasi, teknologi informasi dan manusia dimana ketiga itu sangatlah berkaitan satu sama lain oleh sebab itu disebut sistem.

2.4.2
Sistem-Sistem Informasi Dasar


Pengumpulan dan pengeluaran data pada umumnya merupakan masalah paling sulit bagi Pemerintah volume informasi sangat besar, lokasinya tersebar dan sulit untuk diperoleh. Sehingga tidak mempunyai untuk melakukan evaluasi, perencanaan atau pengambilan keputusan.


Menurut Robert G. Murdick/ Joel E. Ross/ James R. Claggett, sistem-sistem informasi utama meliputi (1) enjiring/desain, (2) pabrikase/operasi, (3) pemasaran, (4) keuangan/administrasi, (5) perencanaan/pengendalian proyek, dan (6) sistem-sistem pendukung (support system). Sistem-sistem ini tidak berdiri terpisah dan tersendiri; mereka berkaitan, mempunyai antar hubungan, dan dengan cara pengikatan yang lain berbagai subsistem dari organisasi bergabung melalui media informasi. Meskipun sistem-sistem utama ini berfungsi untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi pokok yang terdiri dari perencanaan, operasi, dan kontrol tetapi, sebagian besar darinya dirancang dan digunakan terutama untuk satu atau dua fungsi tersebut. Jadi, sistem-sistem informasi utama/dasar itu saling berkaitan satu sama lain. Dimana masing-masing subsistem bergabung melalui media informasi.
2.5
Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM)
2.5.1
Pengertian Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM)


Menurut George M. Scott dalam bukunya Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen, penerapan sistem adalah proses pemasangan sistem yang baru dirancang, termasuk semua perlengkapan dan perangkat lunak yang dibeli. Dalam hal ini berarti penerapan bergantung pada keterampilan teknis. Adapun menurut M.Fakhri dan Amin penerpan sistem dalam organisasi, sistem informasi pada tingkat manajemen, yakni:

“Sistem informasi yang mendukung monitoring, pengawasan, pembuatan keputusan dan aktivitas administrative manajer tingkat menengah. Fungsi dari sistem informasi ini adalah membandingkan hasil sekarang dengan hasil sebulan atau setahun yang lalu. Sistem ini menyediakan laporan periodic tidak sekedar informasi yang instant saja” (M. Fakhri dan Amin, 2002:15).


Berdasarkan pendapat diatas, dapat dilihat bahwa penerapan sistem informasi manajemen dalam pemerintahan dapat mendukung segala aspek kinerja seperti monitoring, pengawasan, pembuatan keputusan, aktivitas administrasi dan dapat membandingkan hasil sekarang dengan hasil sebulan bahkan setahun yang lalu dengan memberikan hasil laporan yang periodik walaupun secara instan tetapi akurat.
2.5.2 Metode Dasar Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Penerapan sistem informasi manajemen baru lengkap, bila output dari sistem informasi tersebut dimanfaatkan secara kontinu oleh semua pihak yang harus mengambil keputusan (decision makers). Setelah desain sistem informasi dibuat, Robert G. Murdick mengungkapkan bahwa ada empat metode dasar yang dapat digunakan untuk penerapan sistem informasi tersebut, meliputi:

1. Pasang sebuah sistem dalam suatu operasi atau organisasi yang baru dibentuk.

2. Hentikan pemakaian sistem lama , dan pasang sistem baru.

3. Alihkan atau pindahkan operasinya secara bertahap

4. Jalankan sistem baru dan sistem lama secara parallel dan lakukan pengalihan secara bertahap.

(Robert/Joel/James, 1993:322).

Metode-metode tersebut dapat diuraikan sekaligus dalam langkah-langkah penerapan dari sistem informasi manajemen. Penyelesaian konsep dan analisis suatu desain, sebelum peralatan komputernya dipasang, memberikan banyak keuntungan lain di samping penghematan biaya. Ini menimbulkan kesenjangan waktu (time gap), dimana tidak ada satu sistem pun yang dioperasikan. Hal ini praktis hanya untuk sebuah perusahaan kecil atau untuk system yang kecil, dimana pemasangannya hanya membutuhkan satu atau dua hari saja.
Metode yang ketiga merujuk kepada ’’tahapan masuk’’ (phasing up) dari sistem baru yang bersangkutan. Bagian yang kecil atau subsistem dan system baru baru digantikan terhadap system lama. Jika cara ini mungkin dilaksanakan, perlu rasanya sistem baru itu dinilai secara seksama. Apakah sistem baru itu benar-benar hanya merupakan otomatisasi dari serangkaian pekerjaan administrasi yang terpisah satu sama lain? Sebab pada umumnya system yang baru itu dapat menggantikan secara bagian pekerjaan non-sistem sebelumnya. Namun dalam kasus memperbaiki system lama yang sudah ada , cara ini mungkin merupakan cara yang sangat disukai. 
Pada metode keempat sistem baru dipasang dan dijalankan secara paralel dengan sistem lama yang ada, sampai seluruh fungsinya telah berjalan dengan baik; kemudian sistem lama dihentikan. Cara ini memang mahal,karena faktor biaya pegawai dan lain-lain yang berkaitan dengan pengoperasian ganda ini. Namun hal ini demikian perlu dilakukan untuk beberapa sistem utama tertentu.
2.5.3 Fase Penerapan

Penerapan sistem merupakan kegiatan yang berstruktur. Kegiatan-kegiatan pada fase penerapan adalah:
1. Pendidikan dan Pelatihan personil

2. Pemrograman

3. Penyiapan lokasi

4. Pemasangan dan Pemeriksaan instalasi peralatan dan software yang dibeli

5. Konversi file
6. Penggunaan sistem baru

7. Pemeriksaan akhir dan serah-terima

8. Dokumentasi

(Scott, 2004:558)

Berdasarkan pendapat diatas, pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai sangat diperlukan untuk mensosialisasikan pada sistem baru, sehingga pegawai tersebut dapat bekerja sama dengan sistem baru itu dengan menggunakannya. Pemrograman merupakan suatu bagian yang penting dari banyak sistem investigasi. Kegiatan pemrograman harus dipantau secara hati-hati, karena seiring tidak memenuhi kualitas yang diharapkan. Jika ada sistem baru maka, suatu tempat komputer harus dipersiapkan baik keamanan fisik maupun efisiensi operasi. Pemasangan dan pemeriksaan peralatan baru atau sistem baru umumnya diawasi oleh vendor. Pengubahan file dilakukan jika file baru didesain untuk menggantikan file yang ada agar sesuai dengan format dan struktur file yang baru. Dokumentasi esensial bertujuan untuk menyediakan pengertian mengenai sistem, untuk memungkinkan sistem diaudit dan untuk mengajar pemakai bagaimana berinteraksi dengan sistem dan menjalankannya, sedangkan dokumentasi program menerangkan alasan-alasan dan logika mengenai suatu program yang mengandung deskripsi.
Berdasarkan penelitian Laudon yang dikutip oleh M.Fakhri dan Amin bahwa:

“Kira-kira 75 persen dari keseluruhan implementasi system dapat dikatakan gagal. Di Amerika Serikat, studi yang dilakukan pada proyek-proyek Pemerintah Federal AS telah menunjukkan bahwa dari sejumlah besar system yang ada, desainnya kurang memenuhi harapan, data yang diperoleh kurang akurat dan tidak lengkap, disampaikan tetapi tidak digunakan, data dikerjakan ulang atau bahkan hilang” (M.Fakhri dan Amin, 2002:313 dan 314).

Oleh karena itu, M. Fakhri dan Amin menjelaskan factor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penerapan system informasi adalah: (M.Fakhri dan Amin, 2002:315 dan 316).

1.    Desain

Sistem informasi dikatakan gagal jika desainnya tidak cocok dengan struktur, budaya dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Tanpa adanya kedekatan dan kecocokan dengan organisasi, sistem ini akan hanya memunculkan ketegangan-ketegangan, ketidakstabilan (instability) dan konflik.

2.    Data

Data dalam system mempunyai tingkat ketidakakurasian dan konsistensi yang tinggi informasi dalam bidang-bidang tertentu bahkan membingungkan, atau tidak ditujukan secara tepat untuk tujuan-tujuan bisnis. Informasi yang dipersyaratkan dalam fungsi bisnis yang spesifik mungkin tidak dapat diakses karena datanya tidak cocok.

3. Biaya

Beberapa system arahnya bagus, tapi dalam implementasi dan pengoperasiannya memerlukan biaya diatas anggaran. Sementara itu, dalam sistem yang lain memerlukan biaya yang mahal untuk berfungsinya sistem tersebut. Dalam kasus semacam ini, pengeluaran yang demikian besar tidak dapat dipertimbangkan semata-mata dari nilai bisnis yang ditampilkan oleh sistem informasi tersebut tapi juga harus diperhatikan manfaat secara keseluruhan.

4.    Operasi

System tidak akan berjalan dengan baik jika informasi tidak disediakan secara tepat waktu dan efisien karena operasi komputer yang mengendalikan pemprosesan informasi tidak berjalan semestinya. Pekerjaan-pekerjaan yang gagal sering mengakibatkan pengulangan-pengulangan atau penundaan-penundaan dan tidak dapat memenuhi jadwal penyampaian informasi. Sebuah system yang online secara operasional dikatakan tidak cukup jika waktu responnya demikian lama.

(M.Fakhri dan Amin, 2002:315 dan 316).


Berdasarkan uraian diatas, apabila dari empat faktor yang menyebabakan kegagalan suatu sistem informasi dapat teratasi maka, penerapan system informasi dapat dikatakan mengalami kesuksesan. Oleh sebab itu, keempat faktor tersebut yang menjadi ukuran tingkat penerapan SIM PPTSP dalam proses IPPT di Kota Cimahi pada tahun 2008. Keempat hal tersebut meliputi: desain, data, biaya dan operasi. Keempat hal tersebut memiliki kriteria yang berbeda-beda. Pada desain, suatu system informasi yang sukses adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting dalam bisnis atau pelayanan public; informasi disediakan dengan cepat dan tersedia dalam sebuah format; pengguna memahami secara teknis dan dapat berinterkasi dengan suatu system; desain cocok dengan struktur, budaya dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Pada data, dalam system mempunyai keakurasian dan konsistensi; ditujukan secara tepat dan dapat diakses. Pada biaya, suatu sistem informasi yang ditampilkan harus sebanding dengan anggaran (biaya) yang dikeluarkan. Sedangkan pada operasi, suatu system informasi dapat dijalankan dengan baik, tepat waktu dan efisien. 

2.6 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)

Semua perizinan yang dikelola di PPTSP dari pengajuan, pemprosesan sampai dengan mengeluarkan surat izin. Semua proses tersebut dikelola dalam satu tempat, satu dinas dan satu gedung. Ditunjang dengan aplikasi SIM PPTSP yang berjalan secara komputerisasi untuk menangani permasalahan berupa penanganan berkas perizinan, pencatatan izin sampai pencetakan surat izin, maka pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh PPTSP Kota Cimahi dapat terlaksana secara optimal.
Kemajuan teknologi sangat pesat sekali, tidak mungkin PPTSP berkutat pada satu jenis hardware tanpa memperdulikan waktu. Karena begitu cepatnya perkembangan hardware dan software, sehingga untuk memahami dan mempelajarinya pun tak sempat lagi. Barang kali ada benarnya jika PPTSP tidak lagi bicara mengenai hardware, sebab sudah tidak relevan. Keunikan bidang teknologi informasi telah dijadikan sebagai care of competency bagi suatu dinas kepemerintahan, sehingga proses pengembangan teknologi informasi menjadi sangat penting. Care of competency sendiri didefinisikan sebagai keunggulan kompetitif yang merupakan cirri khas dan andalan untuk menunjang kemandirian dinas kepemerintahan adalah mutlak guna menjawab tantangan dalam era globalisasi (dalam Buku Panduan SIM PPTSP Barcode system:4).
Tuntutan didalam era globalisasi bisnis tidak hanya berimplikasi pada penyedia informasi yang handal, tetapi juga pada Sumber Daya Manusia (SDM). SDM harus siap pakai dan memahami teknologi informatika guna menjawab perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga keberadaaan informasi dapat merangsang penggunaan teknologi informatika agar dinas kepemerintahan mampu memberikan pelayanan publik yang baik serta tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebutuhan akan sistem informasi yang terkomputerisasi pada saat ini sangatlah urgent, hal ini dapat dirasakan bila membandingkan antara kinerja konvensional dengan kinerja yang telah terkomputerisasi.
Aplikasi PPTSP Sistem Barcode (SIM PPTSP) sebuah aplikasi yang ditujukan untuk mendukung penglolaan sistem manajemen kepemerintahan (dalam Buku Panduan SIM PPTSP Barcode System:5). Hal ini didasarkan kepada profesionalisme kerja yang menjadi landasan dalam menghadapi perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif. Seiring dengan berkembangnya sebuah pelayanan perizinan serta pertumbuhan manajemen kepemerintahan yang terus bertambah, maka sebuah manajemen organisasi pemerintahan dituntut untuk dapat menjalankan organisasinya dengan baik dan terencana sehingga akan mendorong pihak operasional perusahaan bekerja lebih produktif dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan akhirnya perkembangan organisasi perusahaan akan menuju kearah yang positif.
Pengelolaan perizinan, serta data-data lainnya merupakan salah satu dari berbagai bentuk tugas manajemen kepememerintahan untuk menghasilkan  informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menetukan langkah-langkah yang harus diambil untuk menentukan arah jangka pendek ataupun jangka panjang. Proses pengolahan data tidak luput dari berbagai kendala yang akan dihadapi oleh pihak manajemen organisasi perusahaan, seperti: banyaknya berkas yang harus diolah sehingga menimbulkan waktu proses yang tidak sebentar dan penyimpanan berkas yang membutuhkan tempat cukup representative. Kemampuan manajemen sebagai manusia biasa dalam mengolah berbagai data membutuhkan tenaga kerja yang cukup serta kendala-kendala lainnya yang akan menimbulkan kekurangan dan kesulitan pihak manajemen dalam menentukan keputusan yang harus diambil. Aplikasi ini dibuat khusus untuk membantu pihak manajemen PPTSP dalam pengolahan perizinan dan data perusahaan lainnya untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan jaringan PPTSP secara cepat dan tepat guna (dalam Buku Panduan SIM PPTSP Barcode System:6).
Sebuah wacana bagi pengguna, sebuah sistem informasi yang terkomputerisasi akan berbeda dengan sistem informasi manual ditinjau dari aspek operasionalnya sehingga dibutuhkan sebuah adaptasi dan latihan yang berkesinambungan untuk mendapatkan nilai positif yang maksimal dalam penggunaan aplikasi yang dikembangkan.

2.7 Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No.35 Thn.2003 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, IPPT adalah:

’’Izin Perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan/atau Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK)’’ (Perda Kota Cimahi No.35 Thn. 2003).

Yang dimaksud dengan Izin Perencanaan adalah:

’’Izin Penggunaan Tanah untuk keperluan mendirikan bangunan atau bangunan-bangunan (tower dan reklame)bdan siteplan (rencana tapak lahan) dengan kewenangan pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota melalui tindakan korektif/penerapan sanksi’’ (Perda Kota Cimahi No.35 Thn.2003).

Sedangkan yang dimaksud dengan Rekomendasi perencanaan adalah rekomendasi penggunaan tanah/lahan yang didasarkan pada Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota untuk keperluan pelayanan informasi rencana kota.

Adapun dasar hukum dari IPPT adalah:

1. Undang-Undang No.24 Thn. 1992 tentang Penataan Ruang

2. Undang-Undang No.9 Thn. 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi

3. Undang-Undang No.32 Thn. 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturam Pemerintah No.16 Thn. 2004 tentang Pemanfaatan Ruang

5. Peraturam Daerah Kota Cimahi No.1 Thn. 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Thn. 2003 No. 1 Seri D)

6. Peraturam Daerah Kota Cimahi No. 32 Thn. 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Thn. 2003 No. 32 Seri C)

7. Peraturam Daerah Kota Cimahi No. 35 Thn. 2003 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Thn. 2003 No. 35 Seri C)

(Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah)

Subjek yang memperoleh IPPT yaitu setiap orang atau badan hukum. IPPT terdiri dari Izin Perencanaan dan rekomendasi Perencanaan . Izin perencanaan yang merupakan salah satu persyaratan administrative untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Adapun tata cara perijinan sebagai berikut:
1. Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan pemakaian tanah miliki/dikuasai Pemerintah Daerah, rencana tapak lahan/siteplan dan pemasangan reklame, harus mendapatkan Izin perencanaan terlebih dahulu dari Walikota.
2. IPPT berlaku sampai jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya sepanjang pemegang izin tidak memproses permohonan izin selanjutnya, serta dapat diperpanjang satu kali berdasarkan permohonan selanjutnya.

3. IPPT yang tidak diajukan perpanjangannya dinyatakan gugur dengan sendirinya.

4. Apabila pemohon ingin memperoleh kembali izin yang telah dinyatakan gugur dengan sendirinya, maka pemohon harus mengajukan permohonan kembali dan ditujukan secara tertulis kepada Walikota.

5. Perubahan IPPT yang sudah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Walikota.
Adapun persyaratan IPPT yaitu:
1. Site plan yang sudah disetujui oleh Dinas Teknis beserta kajian-kajian (Lalu Lintas, Lingkungan)

2. Fc. KTP atau bukti dari pemohon

3. Fc. Surat-surat penguasaan tanah

4. Gambar denah lokasi

5. Gambar denah situasi letak bangunan dan foto exsisting serta bagi pengembang dilengkapi dengan site plan (rencana tapak) lengkap dengan sarana prasarana.

6. Fc. Tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

7. Rekomendasi dari Instansi terkait

8. Penyediaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebesar 2% bagi pengembang perumahan

9. Pernyataan persetujuan tetangga

10. Kajian lingkungan: Amdal, UPL/UKL; Kajian Lalu Lintas dan lain-lain bagi perusahaan yang wajib dimiliki.

(Pedoman Umum PPTSP)

Terhadap orang atau badan hukum yang akan menggunakan dan memanfaatkan ruang kota akan dikenakan Retribusi IPPT. Menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi No.35 Thn. 2003 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan badan pribadi atau badan hukum. Adapun rumus biaya retribusi adalah:

Retribusi = Indeks Fungsi x Indeks Lokasi x {Luas Persil  + (Luas Denah Luas Tapak)} x Tarif Dasar Fungsi + Biaya Pengukuran.

Untuk titik tower:

Retribusi = Indeks Peruntukan x Indeks Ketinggian x Indeks Lokasi x Tarif Dasar Fungsi x Luas Persil Tower

Tarif Biaya Pengukuran:

Biaya Pengukuran ditetapkan berdasarkan ketentuan luas persil dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah 

(Pedoman Umum PPTSP) 

Fungsi dari retribusi tersebut terdiri dari:
a. Fungsi I adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan social, antara lain: tempat peribadatan, pendidikan, rumah sakit, yayasan yatim piatu, dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu;

b. Fungsi II adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk rumah tinggal dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu;

c. Fungsi III adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk usaha/dagang, rumah toko (Ruko), rumah kantor (Rukan), dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu;

d. Fungsi IV adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk keperluan industri/pabrik berikut segala perlengkapannya yang dikategorikan dengan itu;

(Perda Kota Cimahi No.35 Thn. 2003)

Adapun penentuan fungsi dengan menggunakan indeks dan/multifikator sebagai berikut: 

Tabel 2.1

Indeks Penentuan Fungsi
	No.
	FUNGSI
	INDEKS

	1
	Sosial
a. Tempat Peribadatan

b. Pendidikan Negeri

c. Pendidikan Swasta

d. Rumah Sakit

e. Yayasan Yatim Piatu

f. Tempat Praktek Dokter
g. Tempat Bersalin
	0

0,5

2

2,5

0

1

0,5

	2
	Rumah Tinggal
a. Kecil                (<100 m²)  

b. Sedang             (101 m²– 300 m²)

c. Besar                (>300 m²)

d. Rumah Susun

e. Apartemen
	1

1,5

2

0,5

2,5

	3
	Usaha

a. Toko/Ruko

b. Pasar Modern/Supermarket, Mall

c. Kantor/Rukan

· Umum

· Keuangan

d. Bioskop/Restoran/Café

e. Apotik

f. Hotel

g. Pasar Tradisional

h. Pasar Induk

i. Bangunan/Lahan Parkir/Terminal

j. Balai Pertemuan/Gedung

k. Laboratorium

l. Kolam Renang/GOR/Kolam Pemancingan
	2

3

2

3

3

2

2

2,5

2

2

0,5

3

2

2

	4
	Industri
a. Industri Kecil            (<5000 m²)

b. Industri Menengah   (5000 m² – 10000 m²)

c. Industri Besar          (> 10000 m²)

d. Pergudangan

e. Perbengkelan
	2

2,25

2,05

2

2


(Perda Kota Cimahi No. 35 Thn. 2003)
Besarnya retribusi IPPT ditetapkan berdasarkan fungsi, local, peruntukan, ketinggian tariff dasar fungsi, luas penggunaan ruang, serta biaya pengukuran. Pembayaran retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah No. 35 Thn.2003 dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain secara tunai/lunas yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKBD secara jabatan dan SKRD tambahan, lalu diberikan tanda terima pembayaran. Hasil penerimaan retribusi tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.

Tata cara peneguran pembayaran retribusi dilakukan dengan pengeluaran surat teguran/peringatan/surat izin yang sejenisnya oleh Walikota sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan selambat-lambatnya 14 hari sejak jatuh tempo pembayaran. Apabila subjek retribusi tidak dapat tepat pada waktunya atau kurang dalam pembayaran maka, akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang. Apabila ada penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat izin dan lampirannya dikenakan sanksi pembongkaran dan/atau pencabutan Surat izin.
Waktu dan kewenangan penanganan IPPT, yaitu lama proses dari permohonan sampai ke tahap penerbitan advice Planing memerlukan waktu 3 hari kerja. (Kewenangan ada pada Dinas Tata Kota); lama proses dari penerbitan Advice Planing sampai tahap Pemeriksaan dan Pembahasan hingga diterbitkannya Rekomendasi Tim Teknis sebagai dasar penerbitan Rekomendasi Perencanaan paling lama 10 hari kerja (Kewenangan ada pada PPTSP); lama proses dari Rekomendasi Tim Teknis sampai diterbitkannya Rekomendasi Perencanaan tidak ada kepastian/tidak terukur (Kewenangan ada pada Dinas Tata Kota ); dan lama proses dari Rekomendasi Perencanaan sampai diterbitkannya IPPT paling lama 3 hari kerja, bahkan sesegera mungkin (Kewenangan ada pada PPTSP).
